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ABSTRAK

Penyelidikan dan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang
tentang suatu tindak pidana yang terjadi serta dapat menemukan tersangkanya yang
dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam penelitian ini memiliki tujuan
untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
kriminalitas dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi yang
dilakukan penyidik dalam prosesa;hdlkan dan penyidikan tindak pidana
kriminalitas di wilayah hukum Poltestabas:

primer diperoleh.da AW 1 aty/pihak Polrestabes Semarang dan
sumber data ek , ¥ Loang bahan hukum prlmer

kKara yang dilanjutkan
dahan, penyitaan,

pemeriksaan, ‘-- han berkas perkara,
penyerahan tersat) ' ! “ E 5 % " H.pﬂ ‘- an. Dalam melakukan

penyelidikan dan Pe .'ﬂﬂf' ul o yidana ak rnal }‘"a penyidik tidak jarang
mengalami kendalab“ (fﬁ‘ Lf k mengatasi kendala yang

terjadi. Diantaranyd—dengan—beke 4 sama dengan masyarakat dalam hal
penyelidikan dan penyidikan tindak p1dana krlmlnahtas di kota semarang. Dan
bekerjasama dengan Polres lain serta menginstruksikan patroli di daerah yang
rawan dengan tindak pidana kriminalitas di kota semarang.

Kata Kunci : Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana, Kriminalitas.
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ABSTRACT

Investigation and investigation is a series of investigator actions in terms and
according to the manner stipulated in the Law to search and collect evidence that
with such evidence can make light on a criminal act that occurred and can find the
suspect carried out by State Police Officers of the Republic of Indonesia or certain
Civil Servants who are given special authority by the Law to conduct investigations
and investigations. In this research, the purpose is to find out how the process of
investigation and investigation of criminal acts and to find out the obstacles faced
and solutions carried out by investigators in the process of investigation and
investigation of criminal acts in the jurisdiction of the Semarang Regional Police.

legal materials. S f135€ fives tnalysis techmques that are
interpreted logicall ,

the process of
arrest, detention,

search, confirmation,
submission o ! to the prosecutor's
office. In coua Siigy g {‘of criminal acts,

investigators ofté

the obstacles t .‘m with the community in
terms of investiéi ” H g $ $ &, ‘w '# the city of Semarang.
And collaborate a,“ ﬂuua J! b #_. vatrols in areas that are
prone to criminal &

ays try to overcome

|
Keyword : Investigation, Criminal Act Criminality.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia ialah negara hukum yang berdasar pada pancasila serta Undang-
Undang Dasar Negara (UUD) 1945, yang sangat menjunjung hak asasi manusia

serta memberi jaminan tiap hak penduduk negara mengenai keamanan posisi

% harus mempunyai unsur
éi&) penduduk negara)

pada pasal 3
!

manusia orang lz UN l 45‘5 u LA
"1 ?r:".l-l.-gy | |El smala

Dalam melakukan peningkatan penertiban serta kepastian hukum pada

yarakat, berbangsa dan

bernegara”.

masyarakat maka dijalankannya proses menegakkan hukum, yang mencakup
penertiban fungsi, tugas juga wewenang berbagai lembaga yang memiliki tugas
melakukan penegakkan hukum dari setiap proporsi wilayahnya, juga didasari
dari sistem kolaborasi yang bagus serta memberi dukungan pada tujuan yang
ingin diraih. Bila 5 pilar hukum yang mencakup instrument dari hukum, aspek

penduduk yang terdampak dengan aturan hukum, aspek kebudayaan, aspek



sarana serta fasilitas yang bisa memberi dukungan implementasi hukum, ini
beroperasi dengan bagus maka kajian yang bersistem dengan proses
menegakkan hukum serta keadilan dengan teoritis nantinya dikatakan efektif.!

Konsepi negara hukum berdasar pada area tradisi hukum bisa dilakukan
pembeda jadi dua hal, ialah konsepsi negara hukum “rechsstaat” serta konsepsi
negara hukum “the rule of law” yang sudah memperoleh suatu dorongan dari

“reneisance” juga “reformasi”

9
g

=

pengaruh oleh paham libezal iyidualism. Dalam pembahasan lain

- .
dhakailm le of law yang berpegang

W
A U ?“ 2 g E ag IS ﬂ 181 berbagai aturan pada

hukum tidak t8 ""r?'“*‘.'-y ‘@%Fﬁ?&#ﬁﬂ#!@ 2/ atau semena-mena yang

bermakna bahwa suatu orang dif;é dihukum bila melakukan
pelanggaran hukum, memiliki posisi yang setara dalam pandangan hukum,
berbagai hak manusia dijamin oleh undang-undang (due process of law).2

Penegakan hukum pada negara hukum ada Due Process of Law dan Rule of

Law. Due Process of Law yaitu bagian dari prinsip hukum dari acara pidana

! Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia,jurnal dinamika hukum,Vol.8 No.3,hlm 1
2 Sri Kusriyah, 2017, Ilmu Negara, Unissula Press, Semarang, hlm 58



pada Indonesia yang berisi pelaksanaan hukum yang adil. Ini dilaksanakan
sebab banyaknya keluhan yang berisi suara penduduk Indonesia mengenai
bermacam metode dalam menyelidiki serta penyidikan yang terkesan
melakukan penyimpangan dari ketetapan hukum acara, ataupun diskresi yang
dilaksanakan oleh penyidik serta sangatlah bertentangan dengan hak asasi
manusia yang seharusnya ditegakkan ketika proses menyelidiki ataupun
penyidikan. Maka persoalan ip dilakukan pembahasan dengan tujuan untuk

A

buah nengembangkan rasa taat, patuh, serta
9,

wacana yang isinya se /i,
penegakkan Du ,I‘/s 1‘ foy

e Proc
/ DY M. € : inilah yan
0 ‘1‘ W v 14, asas ah yang
1\ dafi KUR “ adap mai !

Ly

&g
1y Bl dnfulcmelibat hadimya terdakwa pada pengadilan,

i e [
kebebasan dal ﬂl“"“’-? Iiﬁdﬁ*’l‘ﬂwl&'ﬂrl@ esederhaan serta tidak

memakan banyak waktu, pelakséﬁﬁa:
untuk umum.

Asas yang dikatakan di atas diciptakan untuk meraih tuyjuan KUHAP yakni
Due Process of Law serta asas itu wajib dilakukan pengembangan mendalam

serta dibentuk menjadi pedoman untuk implementasi dari KUHAP yang dengan

3 Rahmat Efendy Al Amin Siregar, 2015, Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham, Jurnal UIN Syahada,Vol.01 NO.1,hlm 36



benar melakukan perlindungan serta melihat hak asasi manusia. Hal ini yang
nantinya menjadi dasar diperhatikannya serta dilindungi hak asasi manusia.
Satu diantara contoh dilakukannya proses menegakkan hukum pada Indonesia
ialah dilakukannya penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana
kriminalitas, tindak pidana kriminalitas merupakan fenomena yang sudah

terdapat pada waktu lama pada masyarakat serta terus meningkat seiring dengan

tindak pidana kriminalitas seperti

berkembangnya zaman. Bermacain

pencurian, perampokan, peil 0-penipuan mempunyai dampak yang

¥
u N ﬁ g 3 W L 3':,.‘ f;ada kota semarang

< 1135“*“»? IM}!&L@T&@%@ Kinan, pengangguran, dan

masih banyak IIlnagl. Adanya masalah

menimbulkan|
i

ebut dapat memicu seseorang
untuk melakukan sebuah tindak pidana kriminal.

Secara filosofis, tindak pidana kriminalitas dipandang sebagai pelanggaran
terhadap berbagai norma serta nilai yang dianggap fundamental dalam
masyarakat, hal ini berhubungan dengan teori kontrak sosial, masyarakat diikat
oleh kontrak sosial yang menyepakati aturan dan hukum yang harus dipatuhi

tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak sosial tersebut.



Teori keadilan tindak pidana dianggap melanggar prinsip keadilan dan harus
diberikan hukuman yang setimpal.

Secara yuridis, tindak pidana kriminalitas diatur dan didefinisikan dalam
hukum positif suatu negara seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) mengatur bermacam tindak pidana dan sanksi hukumnya, memberikan
dasar hukum bagi penegak hukum terhadap tindak pidana.

Secara sosiologis, tindak pidama kriminalitas dipandang sebagai perilaku

yang menyimpang dar : asi masyarakat yang dipengaruhi oleh

perasional yang mana

. ¥ /
menjadi pengg ik N : S 5 ﬁ aka ‘i | pada sistem peradilan

pidana dalam' & *'\‘!"J‘L«'-? !iﬁ‘e!*;;‘l-lﬂlu 5 yatig berfugas untuk melakukan

pembinaan serta penyelenggaraan"fi"‘(e' naar nyelidikan serta penyidikan
tindak pidana, juga untuk menyelenggarakan identifikasi untuk proses
penegakan hukum, ini adalah suatu hal yang jadi tugas juga wewenang pihak

polisi untuk melakukan penjagaan keamanan serta tata tertib warga. Pada kasus

tindak pidana kriminalitas kepolisian mempunyai wewenang untuk

4 Moh Dulkiah, 2020, Sosiologi Kriminal, SGD Bandung, Bandung, hlm 47



melaksanakan penyelidikan serta penyidikan terhadap pelaku tindakan pidana
kriminalitas.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijabarkan bahwa
“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini”.> Sed

N

amgkan “penyidik merupakan serangkaian

al dalam aspek manajemen
yang berhubungan kuat dengan berbagai persoalan dalam implementasi dari
koordisasi serta sisi yang lainnya diberi tuntutan oleh penguasa untuk
menangani penyidikan yang area gerak Polri diberi batasan oleh ketetapan

hukum yang ada.

> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
6 Andi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,hlm 120



Proses dalam penyidikan adalah tahapan awal untuk menjalankan proses

menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam Indonesia,

maka tindakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian ini sangatlah

memberi pengaruh terhadap implementasi dari hukum pidana serta hukum acara

pidana. Dalam menjalankan proses penyidikan tak dapat diremehkan sebab hal

ini bersangkutan dengan penilaian mengenai iya ataupun tidak orang tersebut

melaksanakan tindakan ru bagal unsur kejahatan yang mana bisa

dikenai hukuman yang sesus

B. Rumusan Masalah

1.

\*'--« nya Untuk memberi jawaban atas

+Rolri, maka seorang penyidik

,f &LﬁM .'50

, » N
()

2
%
&

¥
UHISSULA
m’ﬂgyl@ﬁb%ach

Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana

kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

. Kendala apa saja yang sering dihadapi oleh penyidik di lapangan dan solusi

apa yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes

Semarang?



C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

2.

Untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak
pidana kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Untuk mengetahui kendala yang sering dihadapi oleh penyidik di lapangan
dan solusi yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani penyelidikan dan

_kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes

ggunaan dengan

berikut ini:

Himhaia ~< ifaat untuk menjadi

) ¥
meningkat u N ﬁ 59 U ) ] ﬁ ng ilmu hukum, dan
menamba e .U,wj‘) 'iﬁ""f) "l'q-uﬂ!l—m g bagaimana proses

penyelidikan serta penyidikan | tindak

a kriminalitas pada area hukum

Polrestabes Semarang.

Secara praktis

a. Skripsi ini di harapkan bermanfaat bagi Polisi, Jaksa, Hakim, Lawyer
dan Masyarakat pada umumnya mengenai peran penyidik pada proses
penyelidikan serta penyidikan dalam tindak pidana kriminalitas dalam

Polrestabes Semarang.



b. Sebagai masukan serta bahan perbandingan untuk berbagai pihak yang

terhubung dengan proses penyelidikan serta penyidikan.

E. Terminologi
1. Peran Satreskrim
Satuan Reserse Kriminal ialah sebuah unsur yang menjalankan tugas pokok

dari kegunaan Reserse Kriminal dalam tingkatan Polres yang letaknya dibawah

Kapolres. Satuan Rese: / bertugas menjalankan penyelidikan,
penyidikan, serta~ M ey dari tindak pidana.” Melakukan
ang berkaitan

penyidikan

¥
u 3‘ ' 95 U L ﬂ ukum Acara Pidana
(KUHAP ﬂu"'f‘y lé"e' gl !'Lir.wmwﬂ m_tindakan penyelidik untuk
a yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara

yang diatur Undang-Undang ini”.

" Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2014



3. Penyidikan

Dari Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) “Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan
penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana yang

terjadi guna menemukan tersangkanya”.

\ ¥
5. KrlmmaII u “ l ss u I-A

Pelanggara *’«U#{‘Jléﬂil’.ﬂ.nﬁna!@ serta nilai yang ada pada

masyarakat dikatakan sebagar"f?ri kan ini termasuk pada
perilaku kejahatan yang bisa membuat kerugian serta terancamnya
keselamatan dan jiwa suatu orang. Suatu tindakan kejahatan sangatlah

memberi pengaruh pada kehidupan penduduk serta banyaknya aspek yang bisa

menjadi pengaruh suatu orang untuk melaksanakan tindakan itu.®

8 Suharto RM, 2002, Tindak Pidana Materiil, Sinar Grafika, Cet 2,Jakarta hlm 28
% Abintoro Prakoso, 2016, kriminologi dan Hukum Pidana, Laksabang Pressindo, Jakarta, hlm 20

10



6. Hukum Pidana
Satu diantara bagian dari seluruh hukum yang terdapat pada sebuah negara,
yang memberikan berbagai dasar serta aturan untuk menetapkan tindakan mana
yang tidak diperbolehkan serta diberi larangan, sehingga diikuti dengan suatu
ancaman ataupun sanksi yang berbentuk pidana untuk siapa pun yang

melakukan pelanggaran terhadap larangan itu dikatakan sebagai hukum

)
UNISSULA
Al Saollial simala 1

uraian tentang pendekatan spesifikasi sumber dan data penelitian, lokasi, alat,

subyek penelitian, dan analis data penelitian.

10 Ismail Rumadan, 2007, Kriminologi Stentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan. Graha Guru,
yogyakarta hlm 13-14
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1.

Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah yuridis
sosiologis, atau bisa disebut sebagai penelitian lapangan untuk mengkaji
mengenai ketetapan hukum serta apakah yang terjadi di kenyataan pada
kehidupan masyarakat.!

Pendekatan yuridis yang dimaksud ialah hukum dipandang sebagai
norma ataupun das sollen, .sebab pembahasan persoalan penelitian ini

). i
H/\

memanfaatkan berbagai

permasalahan yang nantinya diraih serta menganalisa dari segi peraturan
perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan teori dari hukum serta
peraturan lama ataupun rancangan dari perundang-undangan, lalu

dihubungkan dengan praktek terhadap implementasinya di lapangan.'?

11 Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,

hlm 126
12 Moch

Nazir, 2008, Metode Penelitian,Ghalia Indonesia, Jakarta him 84
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3. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini sumbernya diperoleh pada data primer juga data sekunder,
yang dijabarkan berikut ini:
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari

penelitian di lapangan yaitu di Polrestabes Semarang menggunakan cara

ada.penelitian ini.

i
\. kondisi siap

¥
w Nr : sg u nel ﬂ ¢mbelajaran berbagai
Mﬂ‘l"ﬂgl i“aiﬁil ds Bt i’!ﬁ- san dengan penelitian ini.

ncakup data dari bahan hukum

Data sekunder yang mgffﬁa ar
primer, sekunder, juga tersier, ialah:
1) Bahan Hukum Primer

Menurut pandangan Soerjono Soekanto berbagai bahan hukum

yang menjadi pengikat serta yang mencakup norma ataupun kaidah

13 Adi Rianto, 2015, Aspek Hukum Dalam Penelitian Edisi 1, Jakarta, hlm 4
14 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hal 11
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dasar yang mana ialah pembukaan UUD 1945, peraturan perundang-
undangan, bahan dari hukum yang tak dilakukan kodifikasi seperti
yurisprudensi, KUHP, hukum adat, dan traktat dikatakan sebagai
hukum primer.”® Data sekunder dari bahan hukum primer yang
dipakai pada penelitian ini, sebagai berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

& /f/j al, makalah serta
“‘j 1S RS S = u b palan yang nantinya
f‘f’-”ﬂﬂ%"éﬁ@b' st lﬂ"

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum baik
yang dilakukan dokumentasi ataupun tertulis pada media.'® Bahan
hukum tersier ialah penunjang yang memberi suatu petunjuk serta

penjabaran dari bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder.

15 Soerjono Soekanto, Loc. Cit, hal 151-152
16 Meray Hendrik Mezak, 2016, Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law
Review Universitas Pelita Harapan, Vol. V No.3,,hlm 93
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4. Metode Pengumpulan Data
Berbagai data pada penelitian harus dikumpulkan agar persoalan dalam
penelitian bisa dituntaskan, maka pada penelitian ini harus memakai teknik
untuk melakukan pengumpulan data sebagai berikut:
1. Data Primer

a. Wawancara

. i
terkait suatu infoti

> .

\ S arang untuk mendapatkan

¥
[Ej N W E g u ﬁ_ ﬂ n data dengan cara
‘:\':-"-u-"ﬂg léﬂ?i;;'a‘leli?:l«{:ﬂ'@sl\e-» keadaan di lapangan.

Observasi dalam pene ian ini dilaksanakan di Polrestabes Semarang.

2. Data sekunder

Data yang didapat dengan Studi Pustaka dan dokumen.

17 Bambang Hari Purnomo, 2011, ,Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian
Tindakan Kelas Pengembangan Pendidikan, Vol.8 No.1, hlm 254

18 Abdurrahman Fatoni, 2011, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Rineka Cipta.
Jakarta hlm 104
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5. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasikan di Polrestabes Semarang, JI. DR. Sutomo
No.19, Burusari, Kec. Semarang Selatan., Kota Semarang, Jawa Tengah.
Menggunakan cara wawancara dan observasi dengan responden untuk
memperoleh informasi yang lebih lanjut tentang persoalan yang sedang
diteliti sehingga mendapat data yang dibutuhkan pada penelitian ini.

Metode Analisis Data

perupa data deskriptif

¥
analisislilll'-.IIII ‘ w El@ ' @ g u nel A empelajari dengan
Aty g‘l?l@%'uﬂlﬁ:ﬂ# ¢n dengan cara tertulis ataupun

19 Meray Hendrik Mezak, 2016, Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law
Review Universitas Pelita Harapan, Vol. V No.3, hlm 94
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G. Sistematika Penulisan
Untuk memberi suatu gambaran tentang sistematika dalam menulis

penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijabarkan tentang: latar belakang

W
UNISSULA
Muvr,yliﬂ;ﬂa&aluq::ml@

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini nantinya menjawab dan menguraikan dari
rumusan masalah mengenai bagaimanakah proses penyelidikan
serta penyidikan terhadap tindak pidana kriminalitas dan

berbagai kendala apa saja yang sering ditemui oleh penyidik di

17



lapangan saat menangani tindak pidana kriminalitas di wilayah

hukum Polrestabes Semarang.

BAB IV PENUTUP
Penutup mencakup simpulan serta saran. Pernyataan

singkat juga sesuai yang berasal dari hasil penelitian serta

pembahasan _-___.-'w\ kesimpulan. Sedangkan saran

Stika Qenelitian yang ditunjukan pada
-

UNISSULA
-‘:ﬁﬂ‘!"l'-'-yléﬁbl s l?‘
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Tindak Pidana
1. Penyelidikan
Kepolisian ialah satu diantara aparat untuk menegakkan hukum yang

memiliki wewenang melakukan penyelidikan serta penyidikan. Menurut

Pasal 13 Undang \ yr..2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian,

Kepolisian mempusi

‘,. pelayanan pada

b bisa melakukan
UNISSULA /TN

A 0 asus yang kon

\! M'@%Mh
kepolisian"si bagai aparat yang, | .........m..‘.v..._..a qum, tak hanya memiliki

bekal dalam peraturan perundang-undangan yang tidak jelas. Kepolisian
ialah satu diantara aparat yang menegakkan hukum untuk melakukan tugas
serta wewenangnya harus berdasar pada aturan hukum yang ada, sehingga
bisa menetapkan suatu orang menjalankan tindak pidana harus berdasarkan

apakah tindakan itu memenuhi aspek delik sesuai dengan asas legalitas.

20 Nur Basuki Winarno, 2011, Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh
Kepolisian, Perspektif,Vol XVI No.2, hlm 117
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Institusi kepolisian ialah sebuah institusi yang diciptakan oleh negara
yang fungsinya untuk membentuk suatu keamanan serta ketertiban dalam
masyarakat baik untuk mencegah, memberantas, maupun penindakan.?!
kepolisian merupakan salah satu aparat yang menegakkan hukum yang
memiliki wewenang untuk menjalankan tugas penyelidikan serta
penyidikan untuk seluruh tindak pidana.

Penyelidikan yaitu tahap jpa 1ng awal pada proses penyidikan, dalam

/\\ Citab Undang-Undang Hukum Acara

"'rlnastikan apakah

:- ataupun tidak, dari
o\ ﬂ

hasil pe @ N & 5&;‘5 u L ﬂ‘ / e proses penyidikan

apabila di'I & avu'ﬂ‘.y I ‘i?a{) ‘»’J-#j-..-v'ilv‘-‘-- grsebut merupakan suatu

tindak pidana. bila pihak pc')h"g“i nempet

nformasi dari inteligen atau
informan lainnya terkait terjadinya ataupun sudah dari tindak pidana, maka
kepolisian tidak dengan langsung melakukan penerbitan surat perintah

penyidikan melainkan akan melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu.

2L Rovan Kaligis, 2013, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Lex
Crimen,Vol,II/No.4, hlm 1
22 Ibid,hlm 14
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Jika pada proses penyelidikan polisi tidak menemukan unsur tindak pidana
maka polisi tidak bisa meningkatkan ke tahap penyidikan.

Bagian integral dari penyidikan disebut dengan penyelidikan, maka
apabila pada proses penyelidikan faktanya bukanlah merupakan suatu
tindak pidana maka perkara itu bisa dilakukan penerbitan SP3 (surat
penetapan penghentian penyidikan).?® Penerbitan SP3 (surat penetapan

bisa dikeluarkan secara semena-mena atau

penghentian penyidikan) tidak.

A \m an dengan tetap dengan melihat

idikan menurut cara

. &2
yang diafu dalam" Undang:-Undang ini”,, Berdas rkan bunyi pasal itu,
tujuan dat M’-? léﬁ%{;tllﬁluﬁ;ﬂﬂ;} 1/ tahu kebenaran suatu

. . A
informasi dalam bentuk laporan

atau peristiwa langsung
yang jelas tertangkap oleh aparat supaya bisa dilakukan penindakan hukum
berikutnya.

Pengertian mengenai penyelidikan didalam Perkab No.14 Tahun 2012
kurang lebih sama dengan KUHAP. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8)

Perkab No.14 Tahun 2012, “penyidik merupakan pejabat Polri yang diberi

3 Jbid,hlm 14
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wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan”. Dari
Pasal 12 ayat (1) Perkab No.14 Tahun 2012 aktivitas untuk penyelidikan
mencakup:?*

a. Pengolahan TKP (tempat kejadian perkara);

b. Pengamatan (observasi);,

c. Wawancara (interview);

2012 sasaran

\ UNI ,{SU LA
ks oy A TS

d. Pe

e. Kegiatan.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) butir a Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), penyelidik mempunyai suatu wewenang yaitu:
1) Melakukan penerimaan laporan ataupun pengaduan dari

masyarakat atau informasi terkait terdapatnya tindak pidana.

24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
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2) Melakukan pencarian keterangan serta barang bukti.
3) Memberhentikan suatu orang yang diberi kecurigaan, memberi
pertanyaan, serta melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri.
Mengenai wewenang penyidik melaksanakan tindakan lain dari
pandangan hukum yang memiliki tanggung jawab merupakan tindakan
penyelidik untuk keutamaan penyelidikan dengan beberapa persyaratan di

bawah ini.?®

1) Tidak me w:;:' AN, gngan aturan hukum yang ada

asuk pada area

AtaS , ada kondisi yang
U
\ %‘J"ﬁﬁSEU ﬁ_ﬁ /

ik, antara lain:

1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan
serta penyitaan

2) Pemeriksaan serta penyitaan surat

3) Melakukan pengambilan sidik jari serta mengambil gambar

seseorang

% Fahirin, 2019, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, Superma Jurnal Hukum, Vol.2 No.1, hlm 85
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4) Membawa serta mempertemukan suatu orang pada penyidik

Satu diantara fungsi serta penyelidikan ialah sebagai jaminan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pembatasan dan
persyaratan yang ketat saat memakai berbagai alat pemaksa, pengawasan
yang ketat serta terdapatnya lembaga rehabilitasi dan ganti rugi,
dihubungkan bahwa tidak semua perbuatan tindak pidana yang ada serta

diperkirakan sebagai tindak pidana yang nampak jelas rupaya sebagai suatu

yang diperkirakan

)
UiSSULA
Aetllal)|2oalo) lolusinala

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan setelah dilakukannya serangkaian
proses penyelidikan, tahap penyidikan ini ialah satu diantara bagian utama
pada serangkaian proses untuk mengungkapkan terbukti atau tidaknya suatu
tindak pidana. Proses penyidikan bisa dilaksanakan bila proses penyelidikan

telah tuntas dilakukan, pada proses penyidikan ini hal yang dilaksanakan

26 Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana, PT Alumni, Bandung, hlm 56
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yaitu melakukan pencarian serta pengumpulan barang bukti agar dapat
ditemukan dan ditetapkan tersangka terkait tindak pidana yang terjadi.

Pengertian penyidikan diatur pada Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, “penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu

sebagai penyidik

c. Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan

d. Tujuannya dari penyidikan ini merupakan untuk melakukan
pencarian serta pengumpulan bukti yang akan menjadi titik terang
untuk menentukan titik terang tersangka dalam tindak pidana yang

terjadi.
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Menurut pandangan R. Soesilo pada bidang reserse kriminal,

penjabaran penyidikan dibagi jadi 2 yaitu:

a. Pada makna yang tidak luas, penyidikan dimaknai sebagai seluruh
tindakan dengan sebuah bentuk represif dari reserse kriminal polri
yang mana dikatakan sebagai awal mula suatu perkara pidana.

b. Dalam makna yang luas, penyidikan mencakup pengusutan serta
pemeriksaan yang j1} a tangkaian dari berbagai tindakan yang terus

N

terjadi, tak terdape inglaan serta penuntasannya.

sebut, bagaimakah

lam tindakan itu

&2
u ﬂ:q ﬁ % E a’ crd ﬂ : dang-Undang saat

g L]
. "‘\'!'"’IJ " | .
acara pldai' 14, ihiibisa Jf IF‘:';’F S| ;r!-étlaq::m.rﬂf.?-- ar1 kalimat “menurut cara

yang diatur Undang-Undang ni”.

Penyidikan yaitu tugas serta wewenang dari penyidik untuk melakukan
pengumpulan alat bukti yang mana dapat menemukan titik terang untuk
menetapkan siapa tersangkanya. Penetapan tersangka dapat dilakukan
apabila sudah ditentukan bahwa tindakan itu adalah sebuah tindak pidana
yang didasari dari sahnya alat bukti. Proses menetapkan tersangka ialah

tahapan final dari kegiatan penyidikan.
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Penyidikan pada istilah asing dikatakan juga sebagai “osporing” yang
pada Bahasa Belanda ialah proses mempersiapkan pelengkapan untuk
melaksanakan sebuah tuntutan, atau pada makna lain adalah suatu dasar
untuk melakukan suatu tuntutan. Penyidikan ialah keberlanjutan dari
penyelidikan dengan pembatasan dan memiliki syarat yang ketat pada
pemakaian usaha paksa seusai proses mengumpulkan bukti permulaan yang

cukup untuk membentuk suati.kejelasan dari peristiwa yang diperkirakan

a
e
o

ek

jadi suatu tindak pidana

a8
nya | mengalanal hal [salittbila melakukan pemberhentian

"‘“?5”-'!? Iéﬁ?L*LI..,L.g.qmqu?- apabila membutuhkan

=t
penahanan yang diperpanjang.

Dalam proses penyidikan, pejabat yang berwenang disebut penyidik.
Dari Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) bukan hanya pejabat polri saja yang dapat dilakukan penyidik,
melainkan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus

oleh Undang-Undang dapat menjadi penyidik, sedangkan penyelidik hanya

27 Ali Wisnubroto, 2002, Praktek Peradilan Pidana, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta,hlm 16
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terdiri dari pejabat Polri saja.?8 Dari pasal 6 butir (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa ‘penyidik yaitu: a.
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberikan suatu wewenang khusus oleh Undang-Undang’

Penyidik memiliki syarat kepangkatan dan kepangkatan penyidik yang
diatur pada Pasal 2 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

mengenai pelaksanaan Kitab.Undang-Undang Hukum Acara Pidana

&3
\ “w [0 :%3 @ LY ¢ara Pidana (KUHAP),
penyidik et/ lal sl

P
a. Menerima laporan atau

[ seseorang tentang adanya
tindak pidana

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka

28 Hamzah Andi, 1985, Pengantar Hukum Acara Pdana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, him

74
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d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagi tersangka

atau saksi

u W i %ug u an ﬂ Ir pada Pasal 8 Kitab
 Aretthu U1 Eokstial teala

a. “Penyidik membuat berita ra tentang pelaksanaan tindakan

bagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi
ketentuan lain dalam Undang-Undang ini”.

b. “Penyidik menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum?™.

c. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilakukan:

2 Yudowidagdo, 1987, Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hlm 99
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1) “pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas
perkara”

2) “dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik
menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

kepada penuntut umum”.

3. Tindak Pidana

4

tedar istilah seperti:

ﬂ
A UNLISSU I.ﬁ
b. Petl "V’u""ul":ﬂni 1.1»..1;...

DO1E

Peristiwa pidana;
d. Pelanggaran pidana dan;
e. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan pada Indonesia menggunakan bermacam istilah ditas

pada Undang-Undang. Tindak pidana disinonimkan dengan delik, pada

30 Tri Andrisman, 2011, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,
Universitas Lampung, Lampung, hlm 69
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) delik yaitu tindakan yang bisa
dikenai sebuah hukuman sebab melanggar Undang-Undang Tindak
Pidana.3!

Tindak pidana juga dapat diartikan sebuah tindakan yang tersangkanya
bisa dekenai hukuman. Adapun istilah tindak pidana dari pandangan para
ahli, sebagai berikut;

1) Moeljatno

¥

\ el 2 Aolalsmela

Undang, menentang hukun
3) Pompe

Pompe menjelaskan bahwa stafbaarfeit (tindak pidana) ialah
melanggar norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan

disengaja ataupun tak disengaja sudah dilaksanakan oleh seseorang

31 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana,Rajawali Pers, Jakarta, hlm 24
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pelaku, yang mana perlu diberikan suatu hukuman untuk pelaku itu
demi pemeliharaan hukum.
4) Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana ialah sebuah perbuatan yang pelakunya bisa
dikenai sebuah hukuman pidana serta bisa disebutkan bahwa

pelaku tindakan ini yang menjadi subyek pada tindak pidana.

oleh Undang-Undang

¥
UNISSULA
‘;t:'!u“y |@‘?*;:"~L"Lu%f?ﬂlj_\ orang yang bisa

e) Tindakan tersebut wajib bisa dipertanggungjawabkan pada
si pembuat.
Delik atau tindak pidana dibagi jadi dua, yaitu delik biasa dan delik

aduan, yaitu:

32 Rasyid Ariman, 2015, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm 60
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a. Delik biasa

Delik biasa yaitu terjadinya suatu tindak pidana serta prosesnya tak
dapat dilakukan pemberhentian dengan membuat suatu alasan yang
bisa diberi pemakluman seperti pada delik aduan. Dalam delik aduan
biasa, suatu tindak pidana bisa dilakukan pemprosesan tanpa

terdapatnya laporan ataupun persetujuan dari korban. Dalam delik

biasa, meski korban sud

% !
ﬁ/\\

Atadlij

berhak mengadukan yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata
(Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal
73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang
yang berhak. Tanpa adanya aduan dari pihak yang mengadu yang

menjadi korban, maka sesorang pelaku tidak dapat dituntut”
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Jenis-Jenis Tindak Pidana. Berbagai macam tindak pidana dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi pada 2 macam,
yaitu:

a. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan tindakan pidana yang tidak berat, hukuman

yang diberi berbebntuk acaman denda ataupun dikurung. Seluruh

tindakan pidana yang dikelompokkan dalam pelanggaran dituliskan

'//\ ndang Hukum Pidana (KUHP)*®

hatur pada pasal 521-

¥
UNISSULA

4)\ 8 Pf’u*"vgléﬁtﬂlf?.laﬂ:ﬂf_n iur dalam pasal 532-547”
e

b. Kegjahatan
Kejahatan merupakan tindak pidana yang terhitung berat,
hukumannya berbentuk ancaman hukuman denda, mati, penjara,
dicabutnya hak mereka, serta terkadang disitanya berbagai barang

tertentu. Pengumuman kejahatan yang dijalankan oleh suatu orang serta

33 Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 60

34



diumumkan oleh keputusan hakim dikelompokkan dari berbagai
sasaran, yaitu:3
1) Kejahatan terhadap keamanan negara di atur pada pasal 104-129
2) Kejahatan pembunuhan diatur pada pasal 338 KUHP
3) Kejahatan pemerkosaan, diatur pada pasal 285 KUHP
4) Kejahatan perampasan, diatur dalam pasal 368 KUHP

5) Kejahatan tawuran, di atur dalam pasal 358 KUHP

Unsur-Uns d {mdak pidana, terdapat berbagai

ng ada dalam tindak

W

an seluruh unsur
S ruh unsur tentang
orbagai kondisi khusus

indak pidana. berbagai

1) Sifat melanggar hukum

2) Kualitas pelaku
3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

3 Ibid
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Unsur subjektif yaitu unsur yang ada ataupun menempel dalam diri
pelaku, ini juga isi kandungan dari hatinya. Sifat melawan hukumnya
tergantung pada bagaimana sikap batin pelaku, berbagai unsur subjektif
tindak pidana terdiri dari:

1) Kesengajaan (dolus) ataupun ketidaksengajaan (culpa)

2) Makna dalam sebuah percobaan seperti yang dikatakan pada

Pasal 53 ayat (1

f.:’ %
/ tr.yang ada pada berbagai kejahatan
DE n

B. Tinjaua apg Tinda gu‘f;‘i 2 Kriminzlitas dan Gambaran Umum

Objek Penelitiai 1 |@°bl'el..+mh

1. Pengertian
Sebuah konsep yang berkaitan dengan tindakan jahat serta dilaksanakan

orang satu ataupun kelompok orang dikatakan sebagai kriminal. Kata

“crime” yaitu kejahatan serta “criminal” bisa dimaknai sebagai tindakan

yang jahat, oleh karena itu tindak kriminal bisa dimaknai sebagai tidanakan

kriminal, sedangkan kejahatan yaitu sebuah tindakan yang dilaksanakan

35 Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, hlm 50
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dengan kesengajaan ataupun lalai serta melakukan pelanggaran hukum

pidana yang nantinya diberi ancaman dengan hukuman. Tindak pidana
kriminal bisa diperhatikan dari dua aspek, yaitu yuridis dan sosial.

a. Peninjauan kriminal dari aspek yuridis ialah bila suatu orang

melakukan pelanggaran peraturan ataupun undang-undang pindang

serta diberi pernyataan bersalah oleh pengadilan lalu diberikan

hukuman.

¥
u N ﬁ 3 2; u ﬂ- & 1kan tindakan kriminal.

b. \ n"!l-l»\!.y Iiﬁ;&”ﬁlﬂﬁﬂr!@ korban dari tindakan

kriminal, seperti per‘e‘;ﬁj' dividu atau data.

c. Motif: Alasan atau dorongan di balik tindakan kriminal, seperti
kebutuhan ekonomi, balas dendam, atau dorongan psikologis.

d. Tindakan: Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum,

misalnya pencurian, penipuan, atau kekerasan.

36 Wahyu Widodo, 2015, Kriminologi dan Hukum Pidana,Universitas PGRI Press, Semarang, him
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e. Akibat: Dampak dari tindakan kriminal, baik itu kerugian materiil,
penderitaan fisik atau psikologis, atau gangguan sosial.’
3. Undang-Undang yang Mengatur Tindak Pidana Kriminalitas
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur

acara pidana, termasuk tindak pidana kriminalitas:

a. Pasal 108:

¥
UNISSULA
"’"::"_L’!-‘E, léj@L‘u?ﬂnﬂﬂ.--ﬂwmi

sedangkan setiap orang

a1 wewenang dalam tugas
ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap
tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada
penyelidik atau penyidik”.

Ayat (2) “Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera

37 Dey Ravena, 2019, Kebijakan Kriminal, Kencana Press, Jakarta, hlm 54
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melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka
penyidikan”.

Ayat (3) “Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan
tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap
orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ
belum selesai”.

c. Pasal 112

ecara jelas, berwenang

L
UNISSULA

; Mﬂ"“‘-’*&”i%az}:ﬂli‘ﬂl-- sn scusal Kepolisian Daerah Jawa

Tengah melakukan likuidasi lima Kepolisian Wilayah (polwil) serta

satu Kepolisian yang ada di area kota besar (polwiltabes) serta
terdapat dalam naungannya berdasar pada Surat Keputusan (SK)
Kapolri No. Pol: Kep 15/X11/2009 tanggal 31 Desember 2009. SK
Kapolri itu lalu ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa

Tengah Nomor Sprin/190-193/1/2010 yang ditujukan pada

38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
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Kapolwil, Kapolwiltabes serta Kapolres untuk menyegerkan
likuidasi yang selambatnya pada 28 februari 2010.

Dalam tanggal 25 juni 2010 status dari Polrestabes Semarang
menguat seusai keluar SK Kapolri Nomor 395/V1/2010, Polwiltabes
Semarang memimpin tujuh Polres (Kepolisian Resort) yaitu:
Polresta Semarang barat, Polresta Semarang seclatan, Polresta

Semarang timur, Polrésta Semarang, Polresta Salatiga, Polres

) H/\\w
[€ )

ini memiliki konsekuensi dari

ckarang Polrestabes
No. 19, Kelurahan

Kota Semarang, Jawa

Tengah 50244.
Tugas dari Polrestabes Semarang yaitu melaksanakan tugas
pokok dari Kepolisian yang mana dirumuskan pada Tugas Pokok
Polri yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah berikut ini:
1) “Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta

meningkatkan tertib Hukum™.
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2) “Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas keamanan
dalam negeri”.

3) “Melaksanakan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia selaku pelindung pengayom dan pelayan
masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan”.

4) “Bersama-sama dengan komponen instansi pemerintahan

lainnya membina;ketentraman masyarakat dalam wilayah

/fl)enj elasan diatas

epolisian memiliki

¥
SNISSULA s

et C' ﬁLzl el

penyelenggaraan tugas pokok Polri, untuk pemeliharaan keamaan
serta tata tertib dari masyarakat, penegakan hukum, dan juga
memberi perlindungan, mengayomi, serta layanan pada masyarakat.
Ini juga termasuk menjalankan berbagai tugas polri yang lain pada
dakwah hukum polres, selaras dengan ketetapan peraturan

perundang-undangan.
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Polrestabes Semarang menyelenggrakan fungsi:
1) Memberi layanan kepolisian pada warga setempat
2) Agar deteksi serta peringatan dini terealisasi maka fungsi dari
intelegen pada bidang keamanan dilaksanakan
3) Melakukan penyelidikan juga penyidikan tindak pidana,
fungsi identifikasi serta laboratorium forensik lapangan untuk

kum, juga pembinaan, koordinasi, serta

@ )
\ U W i \‘5 g W 3 ﬂ /] mbelajaran mengenai
dalil bk AR @ﬁbﬂtﬁbsﬁ‘:ﬂ_r!ﬂgﬂ 1is

pidana islam atau jarimah. Tindak

5 disebut sebagai hukum

aitu suatu tindakan yang
jahat serta memberi gangguan atas ketentraman umum dan juga memberi
perlawanan peraturan perundang-undangan yang sumbernya dari Al-

qur’an serta hadis.

39 Budhi Wisaksono, 2016, Penegakan Hukum Yang dilakukan Polrestabes Semarang, Diponegoro
Law journal,Vol. 5, No.4, hlm 12
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Tindak pidana kriminalitas pada hukum islam dikatakan jarimah, yang
mengacu pada tindakan yang diberi larangan oleh syara. Jarimah dapat
tentang oleh jiwa, harta, ataupun yang lain. pelanggaran jinayah dapat
membawa hukuman yang ditentukan oleh Allah, seperti hukuman had

(hukuman yang terdapat ketentuan nash-nya) ataupun ta’zir (hukuman

yang tak terdapat ketentuan nash-nya).

Hukum jarimah ukum pidana dalam sudut pandang islam

¥ | | |
u W i g Q u L ﬂ informasi mengenai

At/ @rﬁet;.»l!glmgt:ia!,:_}» 7 tindakan kriminal oleh

dari pembelajaran atas
berbagai dalil yang mendetail. Serta suatu hal yang dimaknai sebagai
tindak kriminal dari pandangan zarga yaitu berbagai tindakan yang jahat
serta memberi gangguan terhadap ketentraman masyarakat umum dan

tindakan yang memberi perlawanan pada undang-undang.*! Dari makna

40 Zainuddin, 2007, Hukum Pidana Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 3
4 Dede Rosyada, 1994, Hukum Islam dan Pramata Sosial, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta,

hlm 85
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figih, jinayah berarti pelanggaran yang dijalankan oleh suatu orang
terhadap hak Allah, manusia, serta binatang. Orang yang menjalankan hal
itu diwajibkan memperoleh hukuman yang setimpal dalam dunia ataupun
akhirat. Pada istilah lain, jinayat disebutkan dengan tindakan yang
memiliki dosa besar ataupun hal jahat seperti membunuh, melukai suatu
orang, serta melakukan perbuatan yang menjadikan cacat anggota tubuh

suatu orang.*?

&3
U :i‘ a E :E lah g .11 g sumbernya dari Al-
""‘J‘LF-U I {?&Ld'g m, seperti melakukan

—
pembunuhan, melukai, memu

enghilangkan kegunaan
tubuh. Perbuatan tersebut masuk pada dosa besar selain dari ingkar, sebab
tindakan tersebut sangatlah keji.*?

Pada Al-Qur’an memiliki banyaknya ayat yang membahas tentang

kriminalitas, sebagai contoh:

42 Sudarsono, 2001, Pokok Pokok Hukum Islam, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 527
43 Sulaiman Rasjid, 1994, Figh Islam,Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm 429

44



a. Surat AL-Isra Ayat 7 “Allah berfirman bahwa jika manusia berbuat
baik, maka dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan jika dia
berbuat jahat, maka kerugian akan Kembali kepada dirinya sendiri”.

b. AL-Baqgarah Ayat 11 “Allah berfirman bahwa jika manusia ditanya
untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, mercka akan
menjawab bahwa mereka sedang membuat perbaikan”.

. AL-Maidah Ayat 27 ““Agat ini menyebut dosa pembunuhan dengan

i
. ia Hukuman

an, hukuman dari

¥
jarimafﬁ.II u N ﬁ g E u I- ﬁ gishash/diat, serta
W\ e2llul)l €00l loluznela

a. Jarimah Hudud.

Kata hudud (yang asalnya dari bahasa arab) yaitu jamak dari
kata had. Dari pandangan harfiah terdapat berbagai makna yang
memungkinkan, yaitu Batasan ataupun definisi, hukum ataupun
ketentuan, serta siksaan. Makna pada bahasa figh (hukum islam),

had memiliki makna ketetapan terkait sanksi orang yang yang

44 Al-Qur’an
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melaksanakan kejahatan, yang berbentuk siksaan fisik ataupun
moral. Dari pandangan syari’at ialah ketetapan Allah yang ada
pada Al-qur’an serta hal yang nyata dijalankan oleh Rasulullah.
Jarimah yaitu tindakan kejahatan yang dijalankan oleh suatu orang
ataupun kelompok, segaja ataupun tidak. Maka jarimah al-hudud
bermakna tindakan kejahatan yang membuat pelaku diberi sanksi

had.** Hanya terdapat jenis hukuman yang diperuntukan

£33
5
-"'
111

arimah hudud ini

&
UKRIZSULA

5) jarimah hirabah

4 Zainuddin Ali, 2006, Hukum Islam Pengantar llmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm 106
46 Mustofa Hasan, 2013, Hukum Pidana Islam Figih Jinayah, Pustaka Setia, Bandung, hlm 47
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b. Jarimah Qishash/Diat

Qishash yaitu memberikan suatu sanksi hukum kepada orang
melakukan kejahatan sama dengan apa yang mereka lakukan
terhadap korban, dari makna harfiah yaitu memotong ataupun
memberi balasan. Pada hukum pidana islam, qishash berarti

proses membalas dengan setimpal yang diperuntukkan pada

% 5
!ul M ﬁ 5 5 !’ 8 l’-ﬂ' apat dua jenis, ialah
\ el ool ol uinsla /

ol ipi bila dirincikan dengan

P
luas, maka terdapat lima jenis :

1) Pembunuhan sengaja
2) Pembunuhan menyerupai sengaja
3) Pembunuhan karena kesalahan

4) Penganiayaan sengaja

47 Beni Ahmad Saebani, 2008, Filsafat Hukum Islam, Pustaka Setia, Bandung, hlm 333
48 Ahmad Hanafi, 1986, Asas Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 8
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5) Penganiayaan tidak disengaja.
c. Jarimah Tak’zir
Dari pandangan harfiah, tak’zir memiliki makna untuk
memberi kemuliaan ataupun pertolongan. Tetapi berdasar pada
hukum islam, tak’zir ialah hukuman yang bersifat memberi didikan
sehingga tidak mewajibkan pelaku diberi had serta tidak wajib juga

melakukan pembayaran kaffarah ataupun diat. Tindak pidana yang

dikelompo ki g-jadi sebuah objek pada pembahasan

i

pidana yang tertentu

¥
W F@ a :5 g’h u l ﬂ sendiri. Ini diberi nama

"'ﬂuﬂﬁylﬁﬁﬁiﬂ?llﬁhﬁﬂr!@- ambatan untuk pelaku

dari pengejaran Ke]'é'fi‘ At al dia dikenai hukuman tak’zir.
Secara tegas, tak’zir dikenai ataupun semua bentuk kejahatan yang

tidak diberi hukuman dengan had serta kaffarat.*®

4 Teungku Muhammad Hasdi, 1998, Pidana Mati Dalam Syariat Islam, PT Pustaka Rizki Putra,
Semarang, hlm 25
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3. Hukuman Dalam Hukum Islam
Pada islam suatu orang yang melaksanakan jarimah diberi sebuah
hukuman untuk memberi didikan orang tersebut agar jera ataupun kapok.
Harapan dari hal itu yaitu supaya pelaku tidak menjalakan tindakan yang
dilarang itu kembali. Selain itu, hal paling utama yaitu memberi

pencegahan agar tidak melaksanakan berbagai tindakan yang melanggar

kan diri sendiri dari pelaku, ini juga

W
UNISS ﬂj i S oi tindakan jarimah itu.

Tujl}ﬁmmfﬁbe perian hukuman yaitu memberi didikan
pada pelaku jarimah supaya menjadi seseorang yang baik serta sadar
akan kesalahannya, pada hal ini nampak bagaimana syari’at islam
dari diri pelaku. Terdapatnya hukuman ini, menjadi harapan untuk
bisa membuat sadar pada diri pelaku bahwa dia menghindari jarimah

bukan disebabkan oleh takut akan hukum, tetapi karena sadar diri
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serta rasa bencinya terhadap jarimah dan untuk mengharapkan
memperoleh ridho dari Allah SWT.
Apabila dilihat dari berbagai segi, hukuman dikelompokkan jadi
berikut ini:

a. Hukuman pokok, misalnya qishash pada pembunuhan serta potong

tangan pada pencurian.

pada hukuman

] ]
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kriminalitas di
Wilayah Hukum Polrestabes Semarang
Pada penelitian ini penulis akan memberi bahasan bagaimanakah proses

penyelidikan serta penyidikan tindak pidana kriminalitas yang ada pada area

\" sanakan tindakan
3} dilaksanakan

-nr; / Jak pidana yang

“!-! M , ayidika ' "A. ﬁ ti terkait tindak pidana
wellul |@°th //
e

menjadi jelas, maka bisa ditetapkan orang mana saja yang ikut serta lalu

tindak pidana yang ada

nanti dilaksanakan suatu penangkapan ataupun pemanggilan kepada
berbagai orang yang berkaitan pada tindak pidana itu.>°
Polrestabes Semarang selalu memakai aturan yang sudah diterapkan

oleh Undang-Undang untuk menjadi acuan saat menangani kasus hukum

0 Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang,
Pada Hari Kamis 12 September 2024
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yang ada pada area hukum Polrestabes Semarang. Dasar hukum yang

digunakan Polrestabes Semarang untuk menangani kasus hukum ialah:

1. “Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 mengenai
Kepolisian Republik Indonesia”

2. “Perkab No.6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan”

3. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No.8

Tahun 1981

ari berbagai tindakan untuk
melakukan pencarian serta penemuan sebuah peristiwa yang diperkirakan
menjadi tindak pidana ini berfungsi untuk menetapkan bisa ataupun tidak
dilaksanakannya penyidikan. Penyelidikan ini dijalankan oleh pihak polisi
seusai memperoleh laporan dari warga mengenai dugaan adanya suatu
tindak pidana. Penyelidikan ini bisa juga dilaksanakan bila pihak polisi

memperoleh informasi dari inteligen tentang suatu hal tindak pidana yang

52



sudah atau baru saja terjadi pada area hukum Polrestabes Semarang. Di
dalam melakukan penyelidikan, para penyelidik dari Satuan Reserse
Kriminal Polrestabes Semarang sangat menjunjung tinggi nilai
perlindungan hak asasi manusia. Penyelidik juga membatasi secara ketat
penggunaan upaya paksa dalam melakukan penyelidikan, dimana
penggunaan usaha paksa ini dipakai sebagai perilaku yang terpaksa untuk

dijalankan demi kelancaran proses penyelidikan.>*

Adapun prosedur . d jidikan di Satuan Reserse Kriminal
- "

S

&
UNISSULA
M\ Aetllanlf| £noleslioluinela

Gelar perkara.

Penyelidik harus membentuk sebuah rencana dalam penyelidikan
sebelum dilaksanakannya suatu penyelidikan, rencana ini nantinya

diberikan pada penyidik. Adapun isi rencana penyelidikan memuat:

51 Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang,
Pada Hari Kamis 12 September 2024
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a. Surat perintah penyelidikan

b. Jumlah serta identitas penyelidik yang nantinya mejalankan
penyelidikan

c. Objek sasaran serta target hasil penyelidikan

d. Aktivitas serta cara yang nantinya dilaksanakan pada penyelidikan

e. Peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan pada implementasi

aktivitas penyelidikan

f
. J ‘ilqg yang melihat

yoran tertulis ataupun

/

tidak. Lzl nyclidhly yangl melakakant pe aan atas laporan itu
\ FelloltZsel ot el

aan Laporan.

dak pidana itu yang

nantinya dituliskan pada Berita Acara

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aiptu Harmaji selaku penyidik
Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, setelah diterimanya laporan
dari informan terkait tindak pidana kriminalitas, penyelidik mempersiapkan
administrasi penyelidikan setelah semuanya di rasa sudah lengkap
penyelidik langsung ke tahap untuk memeriksa tempat terjadinya perkara.

Ketika dijalankannya pemeriksaan di area terjadinya perkara, para
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penyelidik berusaha untuk melakukan pengumpulan berbagai bukti tindak
pidana kriminalitas. Bukti yang bisa ditemui ketika memeriksa tempat
terjadinya perkara dapat berbentuk mengumpulkan keterangan saksi,
pengecekan terhadap kamera CCTV di sekitar tempat kejadian untuk
mengetahui pelaku yang terlibat dalam tindak pidana kriminalitas,
memeriksa area terjadinya perkara juga dilaksanakan oleh penyelidik untuk

menetapkan berapa banyaknya kerugian yang diakibatkan perbuatan

rta melakukan
? tinya dipakai

harus memiliki bekal tentang hukum acara pidanz yang berlaku dan tentang
unsur-unsur tindak pidana. Disebabkan bahwa hal itu sangat diperlukan
pada penyelidikan untuk menetapkan apakah peristiwa yang ada ialah
tindakan pidana ataupun bukan serta menetapkan pelaku dari tindak pidana
itu.

Hasil penyelidikan yang diperoleh, berikutnya ini dipakai menjadi

bahan untuk menaikan ke langkah penyidikan. Saat penyelidikan,
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penyelidik sudah memiliki gambaran mengenai suatu orang yang jadi
tersangka untuk dilaksanakan pemeriksaan ataupun akan dilakukan
penangkapan. Pemeriksaan ini tak hanya tersangka saja, tetapi terdapat juga
berbagai saksi untuk dimintai keterangannya, tempat yang akan digeledah
guna mengungkap tindak pidana yeng terjadi, serta barang bukti yang
nantinya dilakukan pengamanan atau disita.

Sasaran penyelidikan di Satgan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang

L
URISSULA
g ‘:"ﬂ“u"!wi#;.‘ alatimsla.

penyidikan. Bahan penyidikan ini asalnya dari hasil yang diperoleh dari
proses penyelidikan. Pada proses penyelidikan tatanan rencana penyelidikan
memanfaatkan system yang dipakai pada dunia intelijen yang berisi:

1) Petugas pelaksana

2) Sumber informasi yang bisa dihubungi

3) Batas waktu kegiatan
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4) Informasi atau alat bukti yang dibutuhkan dari sumber tersebut

5) Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut.

Setelah proses penyelidikan usai dilaksanakan, penyelidik harus
membentuk laporan hasil dari penyelidikan dengan tertulis pada penyidik

Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Dari hasil pengolahan data

penyelidikan tersebut: Pa 1sil penyelidikan tersebut memuat:®2
a. Tempat sel

b. Alkdix

c.",

d. : t sebagai tindak
e. Penda akan pada tahapan

)
“leﬁ&iu LA
\\ Aeellal/|Zoalslolusinla

2. Proses Penyidikan Tindak

Polrestabes Semarang

tas di Wilayah Hukum

Seusai seluruh proses penyelidikan usai, maka dari pihak penyidik
Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menaikan ke tahap

penyidikan. Penyidikan yaitu penggabungan berbagai tindakan penyidikan

52 Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang,
Pada Hari Kamis 12 September 2024
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yang ditulis didalam Undang-Undang yang ada untuk melakukan pencarian
serta pengumpulan bukti, yang nantinya bukti ini membentuk suatu
kejelasan atas tindak pidana yang ada ialah tindak pidana kriminalitas pada
area hukum Polrestabes Semarang dan untuk menentukan tersangkanya.
Penyidikan ini tujuannya untuk melakukan penunjukkan siapakah yang
sudah melaksanakan kejahatan serta memberi berbagai pembuktian terkait

persoalan yang sudah dilaksap kannya Untuk meraih tujuan itu maka

e / augan dengan berbagai fakta ataupun

penyidik nantinya

f/ g sebelumnya
.J tindak pidana.
pada area hukum

sutan berdasar pada

rgafl, Mgs| E.@ 1(gupun fcrtangkap tangan oleh anggota
II Muﬂ' yl iﬁtihiﬂvqﬂ’&" 1 lar
S 7

Sebelum dilakukan —tindakan —penyidikan, penyidik Satreskrim

Polrestabes Semarang melakukan:
a. Melakukan penentuan peristiwa yang ada masuk pada tindak pidana
ataupun bukan

b. Melakukan perumusan rencana untuk penyidikan

53 Slamet Suhartono, 2021, Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk
Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka, Jurnal Hukum, Vol.12, No.2, him 2.
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c. Melakukan penentuan unsur pasal untuk tersangka
d. Melakukan penentuan barang bukti, saksi, juga pelaku
e. Melakukan penentuan target waktu untuk penyidikan
f. Menerapkan teknik serta taktik untuk penyidikan
Setelah semua tindakan tersebut selesai dilakukan, Penyidik Satuan
Reserse Kriminal Polrestabes Semarang wajib membentuk rencana

penyidikan yang diberikan pada atasan dari penyidik dengan berjenjang.

Setelah semua yang disebutkan di atas sudah dipenuhi, maka proses
penyidikan dapat dilakukan dan laporan hasil penyelidikan sudah
diserahkan kepada pelapor (SP2HP) secara jelas dan rinci, langkah awal

dalam dilakukannya penyidikan yaitu dengan Surat Pemberitahuan

>4 Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang,
Pada Hari Kamis 12 September 2024
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Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu surat yang diberitahukan pada kepala
kejaksaan mengenai mulainya suatu penyidikan yang dijalankan oleh
penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Bila pada
penyelidikan ditemui berbagai bukti yang kuat sebagai awal mula
penyidikan, maka Polrestabes Semarang melakukan tahap selanjutnya yaitu

penindakan. Penindakan penyidikan merupakan setiap tindakan hukum

senyidikan. Mengenai
aku penyidik
//n ses penyidikan

f
1 fhinal Polrestabes

Pemanggilan ini dilaks lis dengan melakukan
penerbitan surat panggilan yang berdasar pada laporan dari polisi serta
surat perintah untuk penyidikan. Pemanggilan ini yaitu aktivitas seorang
penyidik pada tingkatan penyidikan untuk mengetahui bagaimanakah
sebuah tindak pidana itu ada maka dibutuhkannya keterangan dari saksi.

Ini juga ditujukan pada pelaku tindak pidana untuk dapat mendapatkan

inforrmasi mengenai peran dari pelaku saat menjalankan tindak pidana.
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2)

Pemanggilan terhadap tersangka, saksi, serta ahli yang dilaksanakan
selaras dengan ketetapan dari peraturan perundang-undangan.
Tersangka yang sudah dipanggil untuk diperiksa berfungsi untuk
penyidikan perkara serta keberadaan mereka dicatat dengan jelas pada
daftar orang yang dicari serta dibentuk surat pencarian orang.
Penangkapan

Setelah proses pemanggilan selesai langkah selanjutnya yang

,.;f‘/ crse. Kriminal Polrestabes Semarang

dilakukan pen

&2
U N i .“5. g u i ﬁ riksaan, tembusan surat
L]
F!‘?!uﬂé'.? Iéﬁ?’;ﬁuﬂiﬂgxﬂﬂ!ﬁb eluarganya segera seusai

hal tertangkap tangan

Tindakan penangkapan bisa dilaksanakan oleh petugas yang membawa
surat perintah penangkapan ataupun surat perintah tugas. Apabila
penangkapan dilakukan di luar wilayah hukum Polrestabes Semarang,
yang bersangkutan maka penangkapan tersebut harus didampingi oleh

penyidik dari daerah dimana penangkapan tersebut dilakukan.
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3) Penahanan
Setelah proses penangkapan selesai langkah selanjutnya yang
dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang
yaitu penahanan. Penahanan dilaksanakan oleh penyidik pada pelaku
dengan membawa surat perintah untuk penahanan, Tindakan penahanan

dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan, penahanan

&

terhadap tersangka k kepentingan pemeriksaan, waktu

penahanan dilakukaf hari yang mana diatur pada pasal 24
ayat ﬂ ‘f" . - penahanan yang diberikan
y o .sia( yang

an atau penahanan

@ i‘@ E E?S W ﬁ_ ﬁ Ztau terdakwa yang

*"\“fu"‘!g Iéﬁﬂk‘hlnﬁxﬁ i'l;i?-- sarkan bukti yang cukup”,

menjadi tanggung jawab
dari penyidik yang telah memberikan surat perintah untuk penahanan
serta penjabat yang mengemban fungsi tahanan serta barang bukti juga
memiliki tanggung jawab untuk memelihara serta merawat tersangka

yang sedang ditahan di rutan, pada hal penahanan tidak dikatakan sah
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berdasar pada putusan pra peradilan, tersangka akan segera dibebaskan

saat dibacakannya putusan itu.*

4) Penggeledahan

Setelah tersangka ditahan langkah selanjutnya yang dilakukan

&F

! “ W‘-@ ﬁ EQ W ﬂ- ﬂ ahan tersebut harus
i e [

diketaht ﬂf’”’ﬂy lé"e{tﬁ'l‘-l‘ﬁlv@;@?!@h ampingi oleh penyidik

dari daerah dimana pen'ggé'i“ dahan tersebut dilakukan.

5) Penyitaan
Setelah proses penggeledahan selesai langkah selanjutnya yang
dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang

yaitu penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh penyidik terhadap barang

% Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang,
Pada Hari Kamis 12 September 2024
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ataupun benda yang berhubungan dengan kejadian perkara yang sedang
dilakukan penanganan untuk kepentingan dalam penyidikan. Saat
menjalankan penyitaan penyidik melakukan selaras dengan peraturan
dari perundang-undangan. Penyitaan ini berfungsi untuk kepentingan
dalam memberi bukti, khususnya untuk menjadi barang bukti yang
nantinya diberikan dalam sidang. Penyitaan mempunyai peranan utama

di:persidangan, karena kurang ataupun tidak

untuk memberikan bukti

f
ﬂ( pada saksi, ahli,

ara pemeriksaan yang

— /
UNKiSE S u LA yang menjalankan
m‘,ylﬁg@t_ﬂ.mﬁm..r [ ekukan pemeriksaan.

suatu bukti pada proses

penyidikan dengan memperoleh keterangan dari saksi, ahli, serta
tersangka yang dituliskan pada berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan
pada anak yang berkaitan dengan hukum dilakukan selaras dengan
ketetapan dari peraturan perundang-undangan. Dalam mencari bukti
yang penting, bisa dilaksanakan pemeriksaan konfrontasi dengan

menghadapkan berbagai saksi ataupun saksi dengan tersangka. Pada hal
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ini penyidik bisa melaksanakan rekonstruksi untuk melakukan uji
kesesuaian keterangan dari saksi ataupun tersangka.>®
Tata cara pemeriksaan yang dilaksanakan oleh penyidik Satreskrim
Polrestabes Semarang yang dikatakan oleh Bapak Aiptu Harmaji, yaitu:
a) Setiap saksi dilakukan pemeriksaan dengan terpisah antar saksi satu
dengan yang lainnya, contohnya dengan melakukan giliran. Ini

dilaksanakan dengan miaksud untuk melakukan penjagaan supaya

/
1N O

1fatnya obyektif.

&3
E.' a@ ﬁ g 3 U 114 ﬁ apakah dalam waktu
#Jiﬂ!'g iﬂ s 1'*‘”' 5'" an kondisi sehat. Penyidik

usah melakukan pemgf' an juga bertanya mengenai hal yang
memungkinkan menjadi jawaban saksi apakah memperoleh tekanan
ataupun pengaruh dari luar. Setuntasnya melaksanakan pemeriksaan

pada saksi, maka penyidik membentuk berita acara pemeriksaan.

%6 Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang,
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Dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana yang masih dalam proses
penyidikan wajib diberi anggapan sebagai tersangka, meskipun telah
terdapat berbagai petunjuk yang jelas. Ini adalah cara penyidik untuk
menjalankan pemeriksaan pada tersangka:

a) Pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan cepat karena jika
mengulur waktu dengan lama ingatan mengenai peristiwa itu jadi

kabur serta dikhawatirkan bahwa tersangka telah melakukan

HE
o

ini telah

erupakan tersangka.

ckadidapa @E@ u cranga [/ nai terjadinya pidana

- ; L] I L] . . . .
yang $&¢ ﬁm&ﬁ”@mﬂ:!@lﬁﬁe.@- sekali saja tersangka jadi

enyidik memberlakukan asas
akusator, ialah asas yang meletakkan tersangka ataupun terdakwa untuk
menjadi subjek pada pemeriksaan perkara pidana. Tersangka wajib
diletakkan dalam posisi manusia yang mempunyai harkat dan martabat.
Tersangka wajib dilakukan penilaian sebagai subjek, bukannya objek.
Yang dilakukan pemeriksaan bukanlah tersangka. Tindakan pidana

yang dilaksanakannya lah yang jadi objek untuk diperiksa. Kemana
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arah kesalahan yang tindak pidana lakukan. Tersangka wajib diberi
anggapan tidak bersalah, selaras dengan prinsip hukum “praduga tak
bersalah” hingga didapat putusan pengadilan yang sudah memiliki
kekuatan hukum yang tetap.

Seusai pemriksaan pada tersangka diberi anggapan cukup, penyidik

memberi pertanyaan pada tersangka apa perlu menambahkan

¢lanjutnya yang

tersangka dilaksanakan
melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.
8) Pemberkasan
Setelah proses penetapan tersangka selesai langkah selanjutnya

yang dilaksanakan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes

57 Agus Setiawan, 2019, Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika, Jurnal Hukum Unissula, Vol.35 No.2, hlm 155
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Semarang yaitu pemberkasan. Pemberkasan adalah resume yang
menjadi ikhtisar serta simpulan hasil penyidikan dari tindak pidana, bila
resume usai dibentuk maka akan dijalankan proses menyusun isi berkas
perkara yang mencakup kelengkapan dari administrasi penyidikan yang

berisi berkas perkara dan bukannya isi dari berkas perkara.

9) Penyerahan Berkas Perka .f-:
Setelah p - selesai langkah selanjutnya yang

‘

LS
B

erahkan kepada

/ enuntut umum

W
: U :I‘ ﬁ 9@ 'u L"‘oi as perkara (P21).
10) Penye}e ‘;ﬁeuﬁfg Iiﬁiﬁuﬂlmﬁﬂrl@

Seusai proses peny'g‘ra an  berkas  perkara selesai langkah
selanjutnya yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal
Polrestabes Semarang yaitu penyerahan tersangka serta barang bukti.
Tersangka serta barang bukti diserahkan seusai jaksa penuntut umum
menyatakan berkas perkara sudah lengkap (JPU), jika tersangka tidak
dilakukan penahanan serta dikhawatirkan akan meloloskan diri ataupun

tidak kooperatif dalam proses penyerahan tersangka serta barang bukti
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pada penuntut umum, maka dapat dilaksanakan penangkapan serta
penahanan terhadap tersangka.
11) Penghentian penyidikan
Setelah semua proses penyidikan selesai, penyidik Satuan Reserse
Kriminal Polrestabes Semarang menghentikan proses penyidikan.
Penghentian penyidikan bisa dilaksanakan demi terealisasinya kepastian

pada hukum, keadilan, serta kebermanfaatan pada hukum, serta
g/\

penghentian pada pg aksanakan selaras dengan ketetapan

<

&F
M l:-@ a g g u L ﬁ an. Saat mengungkap
1 T:":'u“’-y !@%@bﬂa‘lns‘ftm olrestabes Semarang, penyidik

tidak jarang menghadapi sebuah k

menjalankan penyelidikan
serta penyidikan. Melalui wawancara oleh penulis dengan Bapak Aiptu
Harmaji selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang
beberapa kendala yang dihadapi pada proses penyelidikan dan penyidikan

ada 2 (dua) yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

%8 Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang,
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1. Kendala Eksternal antara lain:

a. Perbedaan persepsi antara penyidik Satuan Reserse Kriminal
Polrestabes Semarang dengan JPU (jaksa penuntut umum) dalam hal
pemberkasan perkara.

b. Kurangnya saksi di TKP (tempat kejadian perkara) untuk dimintai

keterangan.

C.

ik sebanding dengan

¥
\ UNISSULA

3. Solusi' ’\':gu"ﬂuléf Ei;blk?l,.q::me!.z\ ang dilakukan penyidik

-M‘L F

Satreskrim Polrestabes

a. Menjalin komunikasi dengan JPU (jaksa penuntut umum) perihal
pemberkasan perkara

b. Penambahan personil yang profesional

% Hasil Wawancara Dengan Aiptu Harmaji, Selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang,
Pada Hari Kamis 12 September 2024
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. Memberikan bimbingan kepada anggota baru tentang penanganan

penyelidikan dan penyidikan yang benar
. Bekerja sama dengan masyarakat dalam hal penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana kriminalitas di kota semarang.

UNISSULA
H—"L‘&y!é_ﬁbl s l?.
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BAB 1V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian di atas, penulis bisa memberikan suatu simpulan
terkait proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana
kriminalitas pada wilayah hukum Polrestabes Semarang sebagai berikut:

1. Proses penyelidikan serta penyidikan tindak pidana kriminatlitas pada

g-telah selaras dengan peraturan yang

&9
u w i g g ‘l‘u L ;I‘ >nentuan bisa ataupun
A “:ﬂgu‘ﬂy I@ﬁ’{k”ﬁls@:ﬂﬁ !_-'_5- enurut metode yang

terhadap tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes
Semarang yaitu dimulai melakukan pencarian serta pengumpulan bukti
untuk membuat kejelasan mengenai tindak pidana yang serta berfungsi
untuk menemukan tersangka. Adapun prosedur dalam penyidikan
dimulai pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan,

penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan, penetapan tersangka,
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pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan
barang bukti dan yang terakhir penghentian penyidikan.

. Kendala yang sering dihadapi oleh penyidik di lapangan dan solusi yang
diberikan oleh penyidik dalam menangani penyelidikan dan penyidikan
terhadap tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes
Semarang dibagi menjadi 2 (dua) kendala eksternal antara lain

perbedaan persepsi antara penyidik dengan JPU (jaksa penuntut umum),

komunikasi dengan JPU (jaksa penuntut umum) perihal penanganan
perkara dan pemberkasan, penambahan personil yang professional,
memberi bimbingan kepada anggota baru tentang penanganan
penyelidikan dan penyidikan yang benar, bekerja sama dengan
masyarakat dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

kriminalitas di wilayah kota Semarang.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya, penulis
dapat memberikian saran sebagai berikut:
1. Saran penulis kepada aparat Kepolisian Polrestabes Semarang
diharapkan secara intensif melakukan patroli untuk menjadi upaya
melakukan pencegahan adanya gangguan kamtibmas yang dikarenakan

oleh terdapatnya poten i.dari gangguan, ambang gangguan, serta

“
UKISSULA /r singkatan dari “Polisi
’*"J'L*!.'f"if“b atat Bsrhlkomupe
\ = N /

anya aplikasi ini masyarakat

dengan mudah melaporkan kejahatan, mengajukan pengaduan, dan

meminta bantuan langsung melalui aplikasi tersebut.
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